BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR |0+ TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

Menimbang

Mengingat

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Bupati

1.

Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2019 tentang petunjuk
pelaksanaan atas Peraturan Bupati Banggai Kepulauan
Nomor 48 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dipandang perlu
membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Kabupaten Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
179 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 51 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3966);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
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2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13
Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2018 Nomor 13);

7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun
2018 tentang Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2018 Nomor 48);

8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 77 Tahun
2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019
(Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 20138
Nomor 77);

9. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 9 Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Bupati
Banggai Kepulauan Nomor 48 Tahun 2018 Tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan
(Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019
Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS

KESATU

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

: Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai
Kepulauan Tahun 2019, dengan susunan sebagaimana tercantum
dalam Lampiran Keputusan ini.
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KEDUA . Satuan Tugas (SATGAS) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU
dan DIKTUM KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penanggung Jawab
Membina dan mengarahkan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Banggai Kepulauan.

b. Ketua

1) Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja
Penyelengaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

2) Mengkoordinasikan penyusunan berbagai instrument yang
diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah; dan

3) Mengarahkan Pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

c. Wakil Ketua
1) Menyusun Rencana Kerja Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah
2) Menyusun berbagai instrument yang diperlukan untuk
Penyelenggaraan Sistem Pengedalian Intern Pemerintah;dan
3) Memimpin pelaksanaan Satuan Tugas Penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

d. Sekretaris

1) Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,
pemantauan dan evaluasi;

2) Membantu Ketua Satuan Kerja dalam Koordinasi
penyusunan rencana kerja; dan

3) Membantu Ketua Satuan Tugas dalam setiap kegiatan
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

e. Anggota

1) Memberikan masukan dalam penyusunan rencana kerja
Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

2) Memberikan masukan dalam penyusunan berbagai
instrument yang diperlukan untuk Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah; dan

3) Memberikan masukan atas pelaksanaan kegiatan Satuan

Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah.

KETIGA . Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan
DIKTUM KEDUA melaksanakan Tugasnya sejak Tanggal 2 Januari
sampai dengan 31 Desember 2019. /

==



KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat dpelaksanaan dari keputusan ini
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat
Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2019.

KELIMA . Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal Q% onuan 200

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Tembusan disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah di Palu;
2. Masing-masing yang bersangkutan ditempat.
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